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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu faktor 

penunjang ekonomi, pendidikan dan hubungan sosial, oleh karena 

peranannya penyelenggaraan layanan telekomunikasi perlu meningkatkan 

mutu layanan sehingga jaringan telekomunikasi dapat menjangkau seluruh 

wilayah dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat
1
.  

Pembangunan menara telekomunikasi berorientasi kepada upaya 

memperbaiki dan mengangkat tingkat hidup masyarakat, hal itu sejalan 

penerapannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya 

disingkat UUPA) menyatakan: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah 

Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, 

air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan 

nasional”. 

Perluasan dan pemerataan sarana telekomunikasi diperlukan untuk 

kepentingan yang lebih luas, hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 3 

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi 

(selanjutnya disingkat UUT) menyatakan:  

                                                         
1
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“Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam 

upaya memperkukuh persatuan kesatuan bangsa, memperlancar 

kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan hubungan 

antar bangsa”. 

 

Perusahaan telekomunikasi membutuhkan lahan untuk pendirian 

menara telekomunikasi serta memerlukan biaya yang besar, seperti: biaya 

pengadaan fisik bangunan, pemasangan jaringan, biaya survei lapangan, 

izin dari pemerintahan yang terkait, asuransi, pemasangan instalasi listrik 

dan kompensasi warga dalam radius, dimana proses penyelenggaraannya 

dilakukan oleh pihak swasta yaitu perusahaan telekomunikasi.   

Perusahaan  telekomunikasi melakukan survei wilayah dengan 

pencarian titik kordinat melalui GPS (Global Positioning System) 

merupakan sebuah alat petunjuk untuk mengetahui lokasi berbasis satelit 

dan melaksanakan sosialisasi serta negoisasi kepada pemilik lahan, apakah 

boleh perusahaan telekomunikasi mendirikan menara telekomunikasi 

didaerah tersebut, apabila perusahaan telekomunikasi tidak mendapatkan 

izin baik dari yang mempunyai hak atas tanah ataupun masyarakat sekitar 

yang terdampak dari pembangunan menara telekomunikasi maka 

perusahaan telekomunikasi akan mencari titik kordinat yang lain. Survei 

wilayah yang telah dilaksanakan oleh tim perusahaan telekomunikasi 

merupakan titik kordinat pembangunan menara telekomunikasi, dari hasil 

survei tersebut titik kordinat berada dikawasan Kabupaten Tanah Datar 

Nagari Sungai Tarab, ternyata objek hukum yang akan dipergunakan untuk 

pembangunan menara telekomunikasi adalah tanah nagari, dimana 
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kedudukan hak kepemilikan tanahnya merupakan hak ulayat nagari. Hak 

ulayat merupakan hak penguasaan masyarakat hukum adat, dijamin 

pengaturanya dalam undang-undang, salah satunya diatur dalam Pasal 3 

UUPA, menyatakan: 

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat 

hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan 

negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain 

yang lebih tinggi”. 

 

Masyarakat memperoleh hak untuk menguasai, memanfaatkan, 

memungut hasil dari tanah. Menurut Van Vollenhoven, hak masyarakat 

atas tanah disebut dengan hak ulayat
2
. Di Minangkabau hak ulayat 

merupakan hak tanah yang termasuk dalam harta pusaka tinggi. Hak tanah 

ulayat hanya boleh diusahakan untuk kepentingan umum, seperti: 

mendirikan balai adat, membangun tempat ibadah dan sebagainya
3
. Di 

Minangkabau tidak diperbolehkan menjual tanah ulayat kecuali menggadai 

ada 4 perkara, yaitu: 

1. Maik tabujua ditangah rumah (mayat berada ditengah rumah), 

maksudnya adalah jika ada keluarga yang meninggal dunia tetapi 

tidak mempunyai biaya untuk pemakamannya maka boleh digadai 

untuk kepentingan penyelenggaraan jenazah secara agama. 

                                                         
2
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2. Gadih gadang ndak balaki (gadis belum bersuami), maksudnya 

adalah gadis yang belum menikah, tetapi tidak mempunyai biaya 

untuk pernikahan. 

3. Rumah gadang katirisan (Rumah Gadang rusak), maksudnya 

adalah rumah keluarga besar rusak berat dan harus segera 

diperbaiki sedangkan biaya untuk memperbaiki rumah tidak ada, 

maka boleh digadai. 

4. Mambangkik batang tarandam (Membangkitkan kembali marwah/ 

kehormatan yang telah lama terpendam), maksudnya adalah dalam 

pengangkatan gelar kehormatan penghulu atau datuak tidak bisa 

dilaksanakan, tanggungjawab ke pada kemenakan dan anak masih 

ada, tidak mempunyai biaya dalam penyelenggaraan adat maka 

boleh digadai
4
. 

Filosofi adat Minangkabau “Dima bumi dipijak, disinan langik 

dijunjuang” salah satu falsafah Minang yang populer diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia, dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung, 

maksudnya adalah seseorang harus mampu beradaptasi dengan masyarakat 

atau tempat di mana ia berada dengan menghargai adat dan budaya 

tempatan tanpa  harus  kehilangan  jati-dirinya
5
.   Oleh  karena itu,  orang 

atau badan hukum bertempat tinggal maupun yang menjalankan usahanya 

                                                         
4
 Amir M.S. A, Adat Minangkabau, Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang, PT. 

Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2006, hlm 101. 
5
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harus mematuhi ketentuan adat di wilayah atau daerah tertentu sesuai 

dengan ketentuan adat dan hukum yang berlaku. 

Peyelenggara telekomunikasi disebut perusahaan telekomunikasi 

harus mendapatkan izin seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, 

Menteri Komunikasi Informatika dan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (selanjutnya disingkat SKB 4 Menteri) Nomor:  18  

Tahun  2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.Kominfo/03/2009, 3/P/2009 

menyatakan “persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan 

ketinggian menara”. Untuk pembangunan menara telekomunikasi juga 

harus mendapatkan izin dari tokoh masyarakat, niniak mamak dan 

fungsionaris adat nagari, meliputi: 

1. Wali Nagari dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Pasal 

1 ayat (7) Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat nagari, menyatakan: 

“Wali nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 

tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan 

pemerintah daerah”.  

 

2. KAN (Kerapatan Adat Nagari) dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Datar Pasal 1 ayat (8) Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari, menyatakan: 

“Lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada 

dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku 
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dimasing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam 

penyelenggaraan adat di nagari”.  

3. BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pasal 1 ayat (12) Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Nagari, menyatakan: “Lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah nagari”.  

Proses setelah perusahaan telekomunikasi melakukan survei 

wilayah, sosialisasi ke masyarakat maka selanjutnya adalah melakukan 

negosiasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan fungsionaris adat 

melalui musyawarah mufakat dari hasil pertemuan tersebut perusahaan 

telekomunikasi diperbolehkan membangun menara telekomunikasi di 

wilayah Nagari Sungai Tarab, kedua belah pihak antara perusahaan 

telekomunikasi dan Nagari Sungai Tarab sepakat melakukan hubungan 

hukum yang dibuat dengan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak 

manapun dan lokasi pembangunan menara telekomunikasi yang telah 

ditentukan oleh wali nagari seperti yang diatur didalam Pasal 4 ayat (1) 

Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan 

Dan Pengunaan Menara Bersama Telekomunikasi melibatkan pemerintah 

daerah, menyatakan: “Pemerintah daerah harus menyusun pengaturan 

penempatan lokasi menara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

berlaku”, ketentuan tersebut diatur lebih khusus dalam peraturan daerah. 
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Menurut Soeroso, pada prinsipnya hukum mengatur hubungan 

antara orang satu dengan yang lainnya. Semua hubungan dalam 

masyarakat tidak mungkin dilepaskan dari hukum oleh karena itu 

hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, 

dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu 

berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain
6
. Kesepakatan antara 

kedua belah pihak berasaskan hukum yang berkaitan dengan kontrak 

khususnya dibuat dalam bentuk perjanjian yaitu sewa menyewa, tanah 

yang dijadikan objek dalam perjanjian pembangunan menara 

telekomunikasi, hal ini dapat dilihat pengaturanya dalam Pasal 1548 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer), 

menyatakan:  

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang 

lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu 

tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang pihak tertentu 

belakangan itu disanggupi pembayarannya”.  

 

dalam ketentuan tersebut, maka tanah nagari bisa disewakan dengan tujuan 

sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, hal ini dapat dilihat juga 

pengaturannya dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 

2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, menyatakan: 
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 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 269. 
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“Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam 

yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh 

ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan 

pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk 

pemanfaatannya”.  

 

Seiring berjalannya waktu, terjadi sengketa antara pihak 

perusahaan telekomunikasi dan warga dalam radius ketinggian menara 

yaitu setelah terjadinya kesepakatan pembangunan menara telekomunikasi, 

salah satu warga dalam radius ketinggian menara yang telah mengizinkan 

secara sepihak membatalkan kesepakatan dengan mencabut kembali tanda 

tangan yang telah disetujui dan ditandatangani dalam surat pernyataan izin 

warga dengan alasan harus menerima kompensasi sesuai dengan yang 

diinginkannya, padahal di awal kesepakatan masalah kompensasi tidak ada 

permintaan dari warga yang bersangkutan berapa jumlah uang yang harus 

dibayarkan perusahaan telekomunikasi, didalam undang-undang tidak ada  

aturan berapa jumlah uang kompensasi yang harus dibayar perusahaan 

telekomunikasi kepada masyarakat dalam radius ketinggian menara. 

Salah satu syarat pendirian menara telekomunikasi tercantum 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Bab V Pasal 14 ayat (2) 

huruf (h) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Dan Penggunaan 

Bersama Menara Telekomunikasi tentang tata cara perizinan pembangunan 

menara telekomunikasi, menyatakan: “Persetujuan dari warga sekitar 

dalam radius sesuai  dengan  ketinggian  menara  dan diketahui oleh Wali 

Nagari”, Jadi setiap pembangunan menara telekomunikasi harus 

mendapatkan izin mendirikan menara telekomunikasi dari warga yang 
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berada dalam radius ketinggian menara. Dengan terjadinya sengketa 

pencabutan tandatangan warga tersebut, maka perusahaan telekomunikasi 

tidak bisa membangun menara telekomunikasi, sedangkan pihak nagari 

tidak bisa memanfaatkan lahannya sendiri untuk kepentingan masyarakat 

yang mengakibatkan timbulnya kerugian baik dari segi materil dan segi 

nonmaterial bagi kedua belah pihak yang sudah sepakat dalam perjanjian 

kontrak pembangunan menara telekomunikasi.  

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi 

(pengadilan) yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan 

proses pemeriksaan perkara oleh hakim dan penyelesaian melalui jalur non 

litigasi (diluar pengadilan) yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

dalam proses penyelesaiannya baik bersifat publik maupun bersifat privat. 

Nagari Sungai tarab terdapat beberapa kelembagaan adat yang 

menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, kelembagaan adat ini 

melakukan pendekatan dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana 

falsafah adat “Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakaik, nan 

bulek samo kito golongkan, nan picak samo kitolayangkan” bermakna 

kata sepakat didapat dari hasil perundingan dalam musyawarah, pepatah 

petitih tersebut merupakan salah satu bentuk asas perjanjian bagi 

masyarakat nagari sungai tarab, hal tersebut hanya didapatkan dari hasil 

perundingan para pihak
7
. 

 

                                                         
7
 https://www.boyyendratamin.com/2019/07/makna-falsafah minangkabaubulek- 

aia.html (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 22 Desember 2020 jam 19.44) 
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Permasalahan diatas menjadi gambaran bagi penulis, jika terjadi 

permasalahan agar bisa dicari jalan keluar dari permasalahan tersebut agar 

tidak terulang lagi di kemudian hari, maka di butuhkan pemahaman dan 

pengetahuan tentang aturan hukum dalam memperoleh kepentingan 

bangsa dan negara dalam pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi 

seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam tesis yang 

berjudul:  

“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBANGUNAN MENARA 

TELEKOMUNIKASI PASCA DITANDATANGANINYA KONTRAK 

DI NAGARI SUNGAI TARAB”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di 

atas, maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi timbulnya sengketa pembangunan 

menara telekomunikasi pasca ditandatanganinya kontrak di Nagari 

Sungai Tarab? 

2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pembangunan menara 

telekomunikasi pasca ditandatanganinya kontrak di Nagari Sungai 

Tarab? 
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C. Keaslian Penelitian 

Terdapat sejumlah penelitian seputar penyelesaian sengketa di 

Sumatera Barat, baik dalam kajian yuridis normatif maupun dalam kajian 

yuridis empiris namun sepengetahuan peneliti belum dijumpai penelitian 

yang mencoba mengurai mengenai penyelesaian sengketa pembangunan 

menara telekomunikasi pasca ditandatanganinya kontrak di Nagari Sungai 

Tarab. Penelitian tersebut antara lain adalah: 

1. Tesis atas nama Dwi Weka Wirawan Alumni Mahasiswa program 

studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas 

tahun 2019 dengan judul tesis Upaya Penyelesaian Sengekera 

Antara Konsumen Dengan Pengembang PT. Najah Bintang 

Sejahtera Di Kota Pekanbaru, adapun permasalahan yang diteliti 

yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan proses transaksi jual beli rumah antara 

konsumen dengan PT. Najah Bintang Sejahtera di Kota 

Pekanbaru? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pengembang terhadap 

perjanjian jual beli rumah antara konsumen dengan PT. Najah 

Bintang Sejahtera di Kota Pekanbaru? 

3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa jika pihak 

pengembang PT. Najah Bintang Sejahtera tidak memenuhi 

kewajibannya? 
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3. Tesis atas nama Ismoro H. Ilham, SH alumni Mahasiswa program 

studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro tahun 2008 dengan judul tesis “Pelaksanaan Perjanjian 

Sewa Menyewa Tanah untuk pendirian Base Transceiver (BTS) 

Oleh perusahaan Telekomunikasi Seluler PT. INDOSAT TBK. 

Dikantor pusat regional Semarang” adapun permasalahan yang di 

teliti yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah dan 

lokasi untuk pendirian BTS oleh perusahaan telekomunikasi 

seluler PT.INDOSAT dikantor pusat regional Semarang? 

2. Hambatan apa yang ada dalam sewa menyewa tanah dan lokasi 

untuk pendirian BTS dan penyelesaiannya oleh perusahaan 

telekomunikasi seluler PT.INDOSAT dikantor  pusat  regional 

Semarang? 

D. Tujuan Penelitian 

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui latar belakang timbulnya sengketa pembangunan 

menara telekomunikasi pasca ditandatanganinya kontrak di Nagari 

Sungai Tarab. 

2. Mengetahui penyelesaian sengketa pembangunan menara 

telekomunikasi pasca ditandatanganinya kontrak di Nagari Sungai 

Tarab. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut: 

1. Secara teoritis dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, 

khususnya dibidang penulisan hukum. 

2. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk 

dilakukan pembenahan terhadap pengaturan pembangunan menara 

telekomunikasi di Sumatera Barat oleh pihak terkait misalnya 

merevisi melalui naskah akademis terhadap peraturan sebelumnya 

untuk membawa kepastian hukum, juga terhadap perubahan sosial 

yang ditimbulkannya. 

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

1.   Kerangka Teoritis 

a.    Teori Kepastian Hukum 

Kepastian berasal dari kata pasti, yang artinya tentu, sudah 

tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu
8
. Gustav 

Radbruch seorang filsuf hukum Jerman menyebutkan adanya tiga 

ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan 

filsafat hukum, di antaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 

hukum
9
. Gustav Radbruch mengenai teori kepastian hukum, ada 

dua bentuk yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian 

                                                         
8
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai 

Pustaka, 2006, Jakarta, hlm. 847. 
9
 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan 

(Judicialpruedence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada 

Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 288. 
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dalam atau dari hukum itu sendiri
10

, dalam teori ini hukum harus 

menjamin kepastian pada setiap hubungan kemasyarakatan. 

Kepastian hukum dapat dikatakan ada apabila ketentuan-

ketantuan dalam hukum tersebut tidak bertentangan satu sama 

lainnya dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah 

yang dapat ditafsirkan secara berlainan
11

. Kepastian hukum 

merupakan sebuah bentuk perlindungan untuk dapat memperoleh 

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu
12

. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Soejono Soekanto 

bahwa kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-

peraturan umum atau kaedah-kaedah umum, supaya tercipta 

suasana yang aman dan tentram didalam masyarakat
13

.  

Kepastian hukum bertujuan menjaga kepentingan objek dan 

subjek hukum agar tidak bertentangan satu sama lainnya, jelas 

bahwa hukum menjamin hak-hak tersebut, kepastian hukum 

terhadap permasalahan yang timbul akan mempengaruhi proses 

penyelesaian sengketa, tanpa adanya kepastian hukum maka orang 

tidak mengetahui mana yang salah dan benar, orang tidak 

                                                         
10

 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtrar, Sebagaimana Yang 

Dikutip Oleh Sudiman Sidabukke Dalam Naskah Penelitiannya Yang Berjudul Kepastian 
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mengetahui apa yang harus diperbuat, dilarang atau tidak dilarang 

perbuatannya dalam hukum. 

b.   Teori Konsensus 

Menurut para ahli hukum Indonesia Soerjono Soekanto dan 

Purnadi Purbacaraka mengatakan, konsensus adalah syarat mutlak 

suatu pergaulan hidup karena tanpanya, mengancamlah setiap saat 

suatu pergumulan hidup
14

. Konsensus merupakan kesepakatan,  

menjadi beberapa bagian yaitu lisan dan tertulis, baik kesepakatan 

yang dibuat oleh satu pihak dengan pihak yang lainnya.  

Konsensus ini dibuat agar pergaulan hidup manusia 

berjalan pada jalurnya masing-masing demi menghindari konflik 

sehingga aktivitas manusia sehari-hari dapat berjalan normal dan 

bermanfaat. Konsensus untuk menghasilkan kesepakatan yang 

disetujui secara bersama-sama perorangan atau kelompok, berawal 

dari sebuah pendapat atau gagasan yang kemudian diadopsi oleh 

antar kelompok yang lebih besar karena bedasarkan kepentingan 

para pihak
15

.  

Perjanjian konsensus diawali dengan ditandatanganinya  

kesepakatan oleh para pihak, sejak saat itu maka lahirlah perjanjian 

yang mengikat antara para pihak dalam prakteknya konsensus 

tidaklah mudah, banyak masalah terjadi dikemudian hari seperti 
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mengingkari kesepakatan, meskipun proses pelaksanaan konsensus 

tersebut dilakukan diantara para pihak dan saksi yang ikut dalam 

perjanjian tersebut.  

2.   Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan gambaran dari hubungan 

antara konsep-konsep yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang 

menjadi konsep adalah sebagai berikut: 

a. Penyelesaian sengketa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian 

sengketa terdiri dari dua suku kata, penyelesaian dan sengketa, 

penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan dalam menyelesaikan 

sedangkan sengketa adalah perbedaan pendapat, pertengkaran, 

perbantahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa 

adalah cara dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan 

atau pertengkaran.  

Sengketa adalah kondisi antara salah satu pihak dirugikan 

oleh pihak lain, dan pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan 

kepada pihak lainnya. Dalam ranah hukum khususnya hukum 

kontrak, yang dimaksud dengan sengketaadalah perselisihan yang 

terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap 

kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik 

sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi 
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wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak
16

. Menurut 

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z.  Rubin ada 5 penyelesaian sengketa, 

yaitu: 

1. Contending (bertanding) maksudnya adalah mencari solusi 

yang lebih disukai oleh para pihak. 

2. Yielding (mengalah) maksudnya adalah menurunkan 

aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari 

yang sebetulnya diinginkan. 

3. Problem Solving (pemecahan masalah) maksudnya adalah 

mencari jalan keluar yang memuaskan dari kedua belah 

pihak. 

4. With Drawing (menarik diri) maksudnya adalah memilih 

meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun 

psikologis. 

5. In Action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa
17

. 

Penyelesaian sengketa tergantung pada bagaimana cara 

penyelesaiannya, bagaimana cara pihak yang bersengketa 

menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Ada beberapa cara 

dalam menyelesaikan sengketa seperti negosiasi, konsialisasi, dan 

mediasi. Sengketa bisa terjadi pada siapapun, antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan 
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kelompok dan hal tersebut tentu ada cara penyelesaiannya yang 

tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b. Menara Telekomunikasi 

Pembangunan menara telekomunikasi merupakan upaya 

peningkatan layanan fasilitas telekomunikasi dalam penggunaan 

telepon seluler maupun internet dengan tujuan mewujudkan 

pemerataan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi. 

Pembangunan menara telekomunikasi telah berkembang 

merata di berbagai daerah menanggapi kebutuhan masyarakat akan 

telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan sektor pembangunan 

ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. Peningkatan kualitas 

layanan komunikasi kepada pengguna jaringan telekomunikasi 

membutuhkan infrastruktur, salah satunya menara telekomunikasi 

yaitu pemancar sinyal yang berfungsi mengirim dan menerima 

frekuensi pada kawasan radius menara telekomunikasi yang 

menghubungkan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya. 

Keberadaan menara telekomunikasi diberbagai tempat  

menimbulkan permasalahan ditengah-tengah masyarakat salah 

satunya pemberian izin oleh masyarakat salah satu syarat 

pembangunan dan perkembangan menara telekomunikasi, 

permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila 
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tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) SKB 4  

Menteri, menyatakan:  

“Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara 

adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang 

didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu 

kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang 

dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur 

fisiknya dapat berupa parangkat baja yang diikat oleh 

berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, 

dimana fungsi, konstruksinya disesuaikan sebagai sarana 

penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.Menara 

yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung 

dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.” 

 

c.   Kontrak 

Hukum kontrak dalam terjemahan bahasa Inggris (contract 

of law), sedangkan dalam bahasa Belanda (overeenscomstrecht), 

sedangkan dalam sistem hukum nasional sama seperti halnya di 

Belanda tidak dibedakan antara pengertian “contract” dan 

“overeenkomst” yaitu “kontrak” atau “perjanjian”. Menurut Salim 

H.S. hukum kontrak adalah “keseluruhan dari kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau 

lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum”
18

, jadi kontrak menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban  

para pihak dalam mengatur hubungan hukum. Pada umumnya pra 

kontrak melalui proses negosiasi yang menciptakan kesepakatan 

untuk saling mempertemukan kepentingan para pihak, jadi kontrak 

berawal dari perbedaan kepentingan yang dipertemukan melalui 
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kontrak, sehingga melalui kontrak, perbedaan tersebut dapat 

diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum 

sehingga mengikat para pihak
19

.  

Perjanjian atau kontrak dalam buku ketiga tentang  

perikatan,  bab II bagian I sampai dengan bagian IV. Pasal 1313 

KUHPer memberikan rumusan tentang “perjanjian” yaitu “Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau  lebih
20

. 

Perumusan kontrak harus melakukan perumusan yang 

sesuai dengan asas-asas hukum yang ada dan tidak bertentangan  

dengan peraturan hukum yang ada, hal ini dapat dilihat dalam  

pasal 1548 KUHPer pengertian sewa menyewa sebagai landasan 

dasar dalam berkontrak dan undang-undang yang berhubungan 

dengan penelitian. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses 

penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang 

telah disimpulkan dan diolah
21

. Menurut Bambang  Sunggono,  penelitian  
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pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan hanya 

sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah 

terpegang ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 

yaitu research, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search 

(mencari). Dengan demikian penelitian berarti mencari kembali
22

, yang 

dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, dimana 

pengetahuan ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau 

ketidaktahuan tertentu. 

Metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, 

yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan hati-hati 

untuk mendapatkan data sehingga diperoleh pemecahan masalah yang 

tepat terhadap masalah yang telah ditentukan. Untuk itu dalam penelitian 

ini, peneliti harus membuat atau menentukan metode secara tepat untuk 

mendapatkan hasil yang baik. 

Suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, 

merumuskan, menganalisis, dan mampu memecahkan masalah-masalah 

dalam suatu penelitian agar data-data diperoleh lengkap, relevan, akurat, 

dan dapat diandalkan, maka penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 
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1.   Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat penelitian dilakukan, dengan 

ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek yang diteliti sudah ditetapkan 

sehingga mempermudah membuat tesis dengan keadaan yang sebenarnya   

terjadi dan juga untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan 

dalam melakukan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tanah 

Datar Nagari Sungai Tarab Provinsi Sumatera barat. 

2.   Metode Pendekatan 

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau 

dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu 

menggunakan bahan hukum primer (peraturan hukum yang mengikat) dan 

bahan hukum sekunder (buku-buku penunjang), sedangkan pendekatan 

empiris menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, 

pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa 

dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan data primer. 

3.   Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu bentuk 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek 

pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan dikaitakan dengan  

permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini
23

. 
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4.   Sumber Data Dan Bahan Hukum 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur 

yang berhubungan dengan penelitian. sebab, penelitian ini merupakan 

penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber pada data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, 

melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang 

terkait dengan penelitian ini. 

2. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, antara lain; 

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi 

yurisprudensi. Data dari pemerintah yang berupa dokumen-

dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan dan 

data dari perusahaan yang bersumber dari kesepakatan kedua belah 

pihak. 

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. 

a. Bahan hukum primer dari peraturan hukum yang mengikat, berupa 

peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan 

daerah dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian ini yang 

terdiri dari: 
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Pokok Agraria  

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang 

Telekomunikasi  

d) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan 

Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18 Tahun 2009, 

07/PRT/M/2009, 19/PER/M.Kominfo/03/2009, 3/P/2009  

e) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 

Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik bidang komunikasi dan informatika 

f) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 

2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya 

g) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari 

h) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Nagari 

i) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Pembangunan Dan Pengunaan Bersama Menara 

Telekomunikasi.  
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3. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang 

terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan, yang terdiri 

dari: 

a) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

b) Tesis dan Disertasi 

c) Artikel Ilmiah 

d) Jurnal Ilmiah 

4. Bahan  hukum  tersier   

Bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus hukum
24

. 

5.   Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah: 

a. Studi Dokumen yakni mempelajari dokumen-dokumen yang erat 

kaitannya dengan masalah yang diteliti baik dari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan serta  dokumen-dokumen lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara yakni melakukan wawancara semi terstruktur dimana 

pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dirancang terlebih dahulu untuk memperoleh jawaban-jawaban 

yang relevan dengan masalah yamg diteliti. 
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6.   Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara lengkap, 

sistematis, benar dan konsisten selanjutnya dianalisa secara kualitatif, 

untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya berupa 

dalam bentuk tesis. Peneliti yang mempergunakan metode kualitatif tidak 

hanya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga 

bertujuan  untuk memahami kebenaran tersebut
25
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